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ABSTRAK
Gita Savitri Tandi (E211 11 104), Manajemen Retribusi Rumah Potong
Hewan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Toraja Utara, xv + 82 halaman + 11 tabel + 1 gambar + 24 daftar
pustaka (2009-2014). Dibimbing oleh Drs. La Tamba, M.Si dan Drs. Ali Fauzy
Ely, M.Si.
Besarnya pembiayaan penyelenggaraan otonomi memaksa pemerintah daerah
untuk mencari alternatif sumber pendapatan daerah dengan menggali potensi
yang dimiliki daerah tersebut dalam rangka peningkatkan pendapatan asli
daerah, salah satunya berasal dari Retribusi Rumah Potong Hewan yang
dianggap potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten
Toraja Utara mengingat banyaknya kegiatan adat yang terjadi, dimana
pemotongan hewan menjadi bagian dari kegiatan tersebut. Namun retribusi RPH
dalam beberapa tahun terakhir ini, antara target dan realisasi anggaran dari
penerimaan retribusi rumah potong hewan belum mencapai target yang
ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Toraja Utara.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realitas pelaksanaan retribusi daerah
berdasarkan Peraturan Daerah Rumah Potong Hewan Kabupaten Toraja Utara,
dengan mengacu pada fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara.
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif. Jenis data
terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi langsung di lapangan,
sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen laporan, peraturan-peraturan
yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, serta hasil penelitian
mengenai Manajemen Retribusi Rumah Potong Hewan dengan analisis kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen retribusi rumah potong
hewan di Kabupaten Toraja Utara sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari
peningkatan penerimaan retribusi RPH tiap tahunnya. Namun, masih ada
kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah dalam memaksimalkan pencapaian target penerimaan retribusi,
seperti, kurangnya jumlah kolektor/pemungut retribusi di setiap pesta adat
dilaksanakan, kurangnya kesadaran wajib retribusi, sistem penggajian para
kolektor yang tidak menentu, dan pengawasan yang dilakukan terhadap
pemungutan retribusi belum maksimal.
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ABSTRACT
Gita Savitri Tandi (E211 11 104), Slaughterhouse Retribution Management
in the Department of Revenue, Finance and Asset Management of North
Toraja Regency, xv + 82 pages + 11 tables + 1 pictures + 24 libraries (2009-
2014). Supervised by Drs. La Tamba, M.Si and Drs. Ali Fauzy Ely, M.Si.
The amount of financing the implementation of the autonomy of the local
government forced to find alternative sources of income of the area by digging
the potential of the area in order to increase local revenue, one of which is
derived from the Retribution Slaughterhouse is thought to potentially increase
revenue North Toraja Regency considering the many cultural activities is
happening, where slaughterhouses to be part of these activities. However
retribution RPH in recent years, between the target and the budget realization of
retribution slaughterhouse has not reached the targets set by the Department of
Revenue, Finance and Asset Management of North Toraja Regency.
This study aims to determine the reality of the implementation of regional
retribution based on Local Regulation Slaughterhouse North Toraja Regency,
with reference to the management functions of planning, organizing, actuating,
and controlling conducted by the Department of Revenue, Finance and Asset
Management of North Toraja Regency. The method used is descriptive research
method. The type of data consists of primary data obtained through direct
observation in the field, while the secondary data sourced from the document
reports, rules relating to the issues to be investigated, and the results of research
on Retribution Management Slaughterhouse with qualitative analysis.
These results indicate that management retribution slaughterhouse in North
Toraja Regency is good enough. It can be seen from the increase in retribution
receipts RPH each year. But, there are still constraints faced by the Department
of Revenue, Finance and Asset Management in maximizing the achievement of
revenue targets retribution, such as, insufficient numbers of collectors / collector
retribution in any traditional party held, lack of awareness of compulsory
retribution, payroll systems are not collectors erratic, and and supervision carried
out against the levy charged is not maximized.
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1BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan
berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat
menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan masyarakat di daerah. Dalam mewujudkan peran pemerintah daerah
tersebut, satu hal yang harus dimiliki oleh daerah adalah kemampuan dalam
penyediaan pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada sumber
pendapatan daerah. Selain pajak, retribusi merupakan salah satu sumber
pembiayaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pentingnya pengelolaan retribusi
menjadi prioritas bagi pemerintah.
Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering
dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan,
pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Manajemen
merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk
menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang
berjenjang, berlanjut dan berkaitan, yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Proses tersebut merupakan kaitan antara fungsi dari
manajemen itu sendiri yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian,
actuating/pelaksanaan dan pengawasan.
Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan organisasi,
pemerintahan, perusahaan, dan masyarakat. Dengan manajemen, daya guna
2dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan. Adapun unsur-
unsur manajemen itu yang terdiri dari man, money, method, machines, materials,
dan market, disingkat 6 M. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses
pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif
dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu (Hasibuan, 2012).
Dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No.
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan
peluang yang besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya alam yang
dimiliki agar dapat memberikan hasil yang optimal. Setiap pemerintah daerah
berupaya keras meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri termasuk
meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disamping
pengelolaan terhadap sumber PAD yang sudah ada perlu ditingkatkan, daerah
juga harus selalu kreatif dan inovatif dalam mencari dan mengembangkan
potensi sumber-sumber PAD nya sehingga dengan semakin banyak sumber-
sumber PAD yang dimiliki, daerah akan semakin banyak memiliki sumber
pendapatan yang akan dipergunakan dalam membangun daerahnya.
Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh
daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan
Keuangan antara Pusat dan Daerah, menetapkan pajak dan retribusi daerah
menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan
dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing tiap daerah.
Retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin
khusus yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi
atau badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam
3menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan
memeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerah.
Beberapa faktor yang menyebabkan retribusi daerah menjadi potensial
sebagai sumber keuangan daerah daripada sumber-sumber lainnya ialah antara
lain:
1) Retribusi dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam
hal membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah.
2) Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya
dapat dilakukan berulang kali.
3) Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan diluar waktu yang
telah ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama
pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan
pemerintah pusat.
4) Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi
masyarakat disuatu daerah.
Kabupaten Toraja Utara dalam hal pelaksanaan otonomi daerah telah
berusaha memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memanfaatkan
berbagai komoditas dan potensi yang dimiliki demi terselenggaranya otonomi
daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, Retribusi Rumah
Potong Hewan merupakan salah satu penyumbang pendapatan asli daerah di
Kabupaten Toraja Utara yang perlu diperhatikan pengelolaanya dalam rangka
untuk mencapai efektivitas penerimaan retribusi dari pemotongan hewan itu
sendiri.
4Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, pemerintah Kabupaten Toraja Utara mengubah sumber
pendapatan dari kegiatan pemotongan hewan dalam acara adat yang semula
merupakan Pajak Potong Hewan menjadi Retribusi Potong Hewan yang diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011
tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai salah satu sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh karena dipandang potensial mengingat
banyaknya kegiatan adat yang terjadi, dimana pemotongan hewan menjadi
bagian dari kegiatan tersebut.
Dalam masyarakat Toraja yang masih mengikuti tradisi, adat, dan
mementingkan prestise dimata masyarakat, menyelenggarakan pesta adat
merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang tidak dapat dielakkan. Upacara
adat terkenal yang dalam penyelenggaraannya memakan biaya yang cukup
besar. Selain itu, juga didukung oleh frekuensi terjadinya pesta adat ini. Hal ini
dapat dilihat jelas pada acara pemotongan hewan, yang dari segi kuantitas tidak
sedikit hewan yang dikurbankan hal ini tentunya juga disesuaikan dengan strata
sosial seseorang di dalam masyarakat Toraja Utara.
Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut pada setiap pemotongan
hewan pada upacara adat Rambu Tuka’ dan Rambu Solo’. Rambu Tuka’
adalah pesta adat pengucapan syukur, keselamatan, kegembiraan, kesukaan,
dan kebahagiaan. Rambu Solo’ adalah pesta kedukaan, upacara pemakaman
atau kematian.
Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan salah satu jenis
retribusi yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya di
Kabupaten Toraja Utara. Namun dalam kenyataannya, kontribusi penerimaan
5Retribusi Rumah Potong Hewan bisa dikatakan belum maksimal, ini dapat dilihat
dari data pencapaian target penerimaan retribusi rumah potong hewan selama 5
(lima) tahun terakhir sebagaimana terlihat di bawah ini :
Tabel I.1
Target dan Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010-2014
Tahun Target Realisasi %
2010 20.000.000,00 8.380.000,00 41,9%
2011 90.000.000,00 21.000.000,00 23,3%
2012 1.272.619.000,00 2.680.100.000,00 210,5%
2013 4.572.619.000,00 3.680.820.000,00 80,4%
2014 4.572.619.000,00 3.770.075.000,00 82,4%
Sumber : DPPKAD Kabupaten Toraja Utara, 2015
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan presentase penerimaan
retribusi RPH yang cenderung mengalami fluktuasi (naik turun). Pemungutan
RPH belum optimal karena dari tahun 2010-2014 realisasi retribusi RPH
Kabupaten Toraja Utara sangat jarang yang memenuhi target kecuali pada tahun
2012. Ini disebabkan oleh aparat yang memungut jasa retribusi belum optimal
dalam pemungutannya, serta kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam
membayar jasa retribusi tersebut. Realisasi Penerimaan retribusi RPH juga
sangat dipengaruhi oleh jumlah hewan yang dipotong setiap tahunnya yang
bergantung pada jumlah pesta rambu solo’ dan rambu tuka’ yang diadakan
setiap tahunnya dan juga bergantung pada kondisi ekonomi masyarakat. Hal lain
yang mempengaruhi realisasi penerimaan RPH adalah masyarakat yang sudah
taat pada nilai-nilai agamanya sehingga tidak terpengaruh oleh adat yang ada
dan pendidikan yang maju membuat pikiran masyarakat lebih terbuka.
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Rekapitulasi Pemotongan Hewan dalam Pelaksanann Upacara
Rambu Tuka’ dan Rambu Solo’ di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014
NO
NAMA
KECAMATAN
HEWAN YANG DIPOTONG JUMLAH
SALEKO BONGA BALIAN PUDU' KUDA SAPI RUSA KBING BABI (Rp)
1
KECAMATAN
RINDING ALLO
- 1 - 257 - - - - 1,080 133,150,000
2
KECAMATAN
RANTEPAO
- 1 1 260 - - - - 1,446 161,700,000
3
KECAMATAN
SANGGALANGI
- 20 2 515 - - - - 1,976 267,200,000
4
KECAMATAN
SESEAN
2 27 41 734 5 5 3 - 3,070 420,550,000
5
KECAMATAN
SA'DAN
- 43 42 768 - - - - 1,653 330,825,000
6
KECAMATAN
NANGGALA
- 20 20 384 - - - - 1,610 222,550,000
7
KECAMATAN
BUNTAO'
- - - 370 - - - - 1,502 186,650,000
8
KECAMATAN
BARUPPU
- - - 39 - - - - 153 19,275,000
9
KECAMATAN
DENPINA
- 1 - 268 - - - - 855 118,475,000
10
KECAMATAN
BUNTU
PEPASAN
- 10 2 462 - - - - 719 154,825,000
11
KECAMATAN
TIKALA
- 16 9 447 - - - - 1,552 222,300,000
12
KECAMATAN
TALLUNG LIPU
- 4 4 233 - - - - 1,099 134,025,000
13
KECAMATAN
BALUSU
- 27 27 516 2 2 1 - 957 209,225,000
14
KECAMATAN
SOPAI
1 1 1 512 - - - - 2,335 279,525,000
15
KECAMATAN
KESU'
- 5 5 386 - - - - 2,613 279,425,000
16
KECAMATAN
TONDON
- 5 4 475 - - - - 657 150,025,000
17
KECAMATAN
AWAN RANTE
KARUA
- - - 13 - - - - 40 5,600,000
18
KECAMATAN
KAPALA PITU
- 1 - 232 - - - - 619 93,575,000
19
KECAMATAN
SESEAN
SULOARA
- 12 8 143 - - - - 772 99,500,000
20
KECAMATAN
BANGKELEKILA'
- 25 29 393 - - - - 1,329 211,525,000
721
KECAMATAN
RANTEBUA
- 1 1 160 - - - - 492 70,150,000
TOTAL 3 220 196 7,567 7 7 4 - 26,529 3,770,075,000
Sumber: Buku Putih Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014
Berdasarkan tabel diatas dapat diliPadahal jika dilihat dari aktivitas yang
terjadi dalam setiap pesta adat, secara tidak langsung dapat diperkirakan bahwa
begitu besarnya kontribusi dari pemotongan hewan dalam meningkatkan
pendapatan asli daerah. Namun, karena belum dikelola secara optimal terutama
fungsi-fungsi manajemen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan
maupun pengawasan terhadap pemungutan retribusi rumah potong hewan itu
sendiri, maka penerimaan yang diperoleh belum memenuhi target yang
ditetapkan.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten
Toraja Utara perlu memikirkan secara serius masalah-masalah yang erat
hubungannya dengan pelaksanaan dan pengawasan retribusi rumah potong
hewan sebagai upaya dalam pengelolaan retribusi RPH sehingga dapat
memberikan kontribusi yang lebih besa,r guna meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah secara umum.
Dengan demikian, perlu adanya suatu komitmen dari semua pihak dari
unsur pemerintah maupun masyarakat sebagai wajib retribusi dalam menyikapi
bagaimana melakukan pengelolaan retribusi RPH yang ada sehingga betul-betul
dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Maka dalam hal ini perlu ditunjang dengan manajemen yang baik, karena
manajemen dibutuhkan dimana saja orang-orang bekerja sama (organisasi)
untuk mencapai suatu tujuan bersama. Untuk itu diperlukan adanya manajemen
8retribusi secara optimal, efisien dan efektif, supaya apa yang direncanakan bisa
tercapai.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk
meneliti lebih lanjut tentang :
”Manajemen Retribusi Rumah Potong Hewan di Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara”.
I.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan dari uraian yang ada di latar belakang, maka dirumuskan
masalah sebagai berikut :
“Bagaimana pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan
Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Toraja Utara?”
I.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan
fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan retribusi rumah potong hewan di
Kabupaten Toraja Utara.
I.4 Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai
berikut :
1. Akademis
Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi pemikiran bagi disiplin Ilmu Administrasi Negara, khususnya
tentang Manajemen Retribusi dan juga dapat berguna sebagai bahan
informasi dan pertimbangan yang dapat menunjang baik untuk
9pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk mendukung penelitian
yang akan datang.
2. Praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi
masukan kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Toraja
Utara tentang pentingnya pengelolaan penerimaan retribusi potong hewan
sebagai salah satu usaha untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah
(PAD) dari sektor retribusi daerah di Kabupaten Toraja Utara.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
II.1 Manajemen Retribusi
Istilah manajemen berasal dari kata kerja “to manage” yang berarti
mengatur. Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen merupakan
suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan
suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang,
berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Oleh karena itu, manajemen adalah sesuatu yang sangat penting karena
berkenan dan berhubungan erat dengan perwujudan atau pencapaian tujuan.
Secara umum pengertian manajemen adalah pengelolaan suatu
pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah
ditentukan dengan cara menggerakkan orang-orang untuk bekerja.
Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya Manajemen : Dasar, Pengertian
dan Masalah (2014:2) mengemukakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni
mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber
lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
George R. Terry dalam Soewarno Handayaningrat (1981:20) mengatakan
bahwa manajemen merupakan suatu proses yang membeda-bedakan atas
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan
memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang
telah ditetapkan sebelumnya.
Sementara menurut Harold Koontz dan Cyril O’Donnel, “management is
getting things done through people. In bringing about this coordinating of group
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activity, the manager, as a manager plans, organizes, staffs, direct and control
the activities other people” yang dapat diterjemahkan bahwa manajemen adalah
usaha mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian
manajer mengadakan koordinasi atau sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi
perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian.
Dari batasan dan pengertian manajemen di atas, terdapat beberapa bagian
manajemen yang meliputi :
1. Unsur sifat, yaitu :
a. Manajemen sebagai suatu seni
b. Manajemen sebagai suatu ilmu
2. Unsur fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan
pengendalian/pengawasan.
3. Unsur sasaran, yaitu :
a. Pegawai, yaitu orang yang telah menjadi unsur integral dari
organisasi.
b. Mekanisme kerja, yaitu cara atau tahapan yang dilakukan
organisasi dalam usaha pencapaian tujuan.
4. Unsur tujuan, yaitu hasil akhir yang ingin dicapai dalam organisasi.
Adapun manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi , karena tanpa
manajemen, semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.
Ada tiga alasan utama diperlukannya manajemen:
1) Untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan
organisasi dan pribadi.
2) Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling
bertentangan.
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3) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat
diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu yang umum adalah
efisiensi dan efektivitas.
Selanjutnya Fayol dalam Maringan Masry S (2003:34) mengemukakan 14
prinsip-prinsip manajemen yaitu:
1) Pembagian kerja
2) Otoritas dan tanggung jawab
3) Disiplin
4) Kesatuan perintah
5) Kesatuan arah
6) Dikalahkannya kepentingan individu terhadap kepentingan umum
7) Penghargaan/balas jasa
8) Sentralisasi
9) Rantai bertetangga
10) Keteraturan
11) Keadilan
12) Stabilitas pelaksana pekerjaan
13) Inisiatif
14) Jiwa korps.
II.1.1 Fungsi Manajemen
Fungsi manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry dalam
bukunya Principles of Management yang meliputi perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan atau biasa disingkat POAC
akan dibahas lebih terperinci lagi.
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1) Perencanaan (Planning)
Perencanaan atau planning adalah fungsi dasar (fundamental)
manajemen, karena organizing, staffing, directing, dan controlling pun
harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan sangat penting karena
tanpa perencanaan berarti tidak ada tujuan yang ingin dicapai. Oleh
karena itu, perencanaan merupakan landasan pokok dan menjadi salah
satu fungsi manajemen yang memegang peranan penting dalam
menjamin tercapainya tujuan yang diinginkan. Dalam penyusunan
rencana yang baik, butuh data dan informasi yang akurat dari penelitian
dan pembuktian lapangan.
G.R.Terry dalam Malayu S.P. Hasibuan (2014:92) mengemukakan
bahwa :
“Perencanaan (planning) adalah memilih dan menghubungkan
fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai
masa depan dengan jalan menggambarkan dan merumuskan
kegiatan-kegiatan yang diperukan untuk mencapai hasil yang
diinginkan”.
Sementara Siagian dalam bukunya Filsafat Administrasi (2011:88)
menjelaskan bahwa perencanaan (planning) adalah keseluruhan proses
pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan
dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan
yang telah ditentukan.
Proses perencanaan dapat ditinjau dari tiga segi, dengan
perkataan lain bahwa fungsi perencanaan dapat dilaksanakan dengan
baik melalui tiga cara yaitu :
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Pertama, mengetahui sifat-sifat atau ciri-ciri suatu rencana yang
baik. Setelah ciri-ciri itu diketahui lalu diusahakan agar rencana yang
dibuat memenuhi syarat-syarat tersebut.
Kedua, memandang proses perencanaan sebagai suatu
rangkaian pertanyaan yang harus dijawab dengan memuaskan. Rudyard
Kipling, sastrawan inggris yang terkenal pernah mengatakan bahwa
dalam hidupnya ia mempunyai enam pelayan yang baik yang bernama :
what, where, when, how, who dan why. Para ahli administrasi dan
manajemen telah “meminjam” konsep tersebut dan menerapkannya
dalam bidang administrasi dan manajemen, dalam hal ini dalam bidang
perencanaan.
Ketiga, memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah
yang harus dipecahkan dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah.
Dalam menerapkan prinsip-prinsip pemecahan masalah dengan teknik
ilmiah, pimpinan dapat pula menciptakan suatu rencana yang baik,
dengan perkataan lain pembuatan suatu rencana dapat dipandang
sebagai masalah yang harus terpecahkan dengan sistematis.
2) Pengorganisasian (Organizing)
Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur
organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber
daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Menurut
Siagian, pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan
orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang
sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat
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digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan
yang telah ditentukan.
Pengorganisasian menurut S.P Hasibuan dalam bukunya
(2014:40) adalah :
“Suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan
bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai
tujuan, menempatkan orang-orang pada seluruh aktivitas ini,
menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang
secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan
melakukan aktivitas-aktivitas tersebut”.
Sedangkan pengorganisasian menurut George R.Terry dalam
Malayu S.P Hasibuan (2014:40) ialah :
“Tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang
efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama
secara efisien dan efektif dan dengan demikian memperoleh
kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu
dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau
sasaran tertentu”.
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa
pengorganisasian adalah suatu proses dan pembagian pekerjaan yang
akan dilakukan, pembatasan tugas-tugas atau tanggung jawab serta
wewenang dan penetapan hubungan-hubungan antara unsur-unsur
organisasi, sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja bersama
seefektif mungkin untuk pencapaian tujuan.
Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang
struktur formal, mengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-
tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi sehingga tujuan
organisasi dapat dicapai dengan efisien. Ada beberapa aspek penting
dalam proses pengorganisasian, yaitu :
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a. Bagan organisasi formal
b. Pembagian kerja
c. Departementalisasi
d. Rantai perintah atau kesatuan perintah
e. Tingkat-tingkat hirarki manajemen
f. Saluran komunikasi
g. Rentang manajemen dan kelompok informal yang dapat
dihindarkan.
Proses pengorganisasian terdiri dari tiga tahap, yaitu :
a. Perincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan setiap
individu dalam mencapai tujuan organisasi.
b. Pembagian beban pekerjaan menjadi kegiatan-kegiatan yang
secara logika dapat dilaksanakan oleh setiap individu. Pembagian
kerja sebaiknya tidak terlalu berat sehingga tidak dapat
diselesaikan, atau terlalu ringan sehingga ada waktu menganggur,
tidak efisien dan terjadi biaya yang tidak perlu.
c. Pengadaan dan pengembangan mekanisme kerja sehingga ada
koordinasi pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan
yang terpadu dan harmonis. Mekanisme pengkoordinasian ini
akan membuat para anggota organisasi memahami tujuan
organisasi dan mengurangi ketidakefisiensian dan konflik.
3) Pelaksanaan (Actuating)
Pelaksanaan merupakan hubungan manusia dalam
kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan
menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien dalam
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pencapaian tujuan suatu organisasi. Di dalam manajemen, pelaksanaan
ini bersifat sangat kompleks karena disamping menyangkut manusia juga
menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia itu sendiri. Ada
beberapa prinsip yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan dalam
melakukan pengarahan yaitu :
a. Prinsip mengarah kepada tujuan
b. Prinsip keharmonisan dengan tujuan
c. Prinsip kesatuan komando
Pada umumnya pimpinan menginginkan pengarahan kepada
bawahan dengan maksud agar mereka bersedia untuk bekerja sebaik
mungkin, dan diharapkan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip di atas.
Cara-cara pengarahan yang dilakukan dapat berupa :
a. Orientasi merupakan cara pengarahan dengan memberikan
informasi yang perlu supaya kegiatan dapat dilakukan dengan
baik.
b. Perintah merupakan permintaan dari pimpinan kepada orang yang
berada di bawahnya untuk melakukan atau mengulangi suatu
kegiatan tertentu pada keadaan tertentu.
c. Delegasi wewenang. Dalam pendelegasian wewenang ini
pimpinan melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya
kepada bawahannya.
4) Pengawasan (Controlling)
Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang dimaksudkan
untuk mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana yang
telah disusun sebelumnya, dalam artian pengawasan membandingkan
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antara kenyataan dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya.
Pengawasan juga dimaksudkan untuk mencegah dan mengadakan
koreksi atau pembetulan apabila pelaksanaan menyimpang dari rencana
yang telah disusun.
Menurut Siagian dalam bukunya Filsafat Administrasi (2011:112),
pengawasan merupakan proses pengamatan pelaksanaan seluruh
kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang
dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan
sebelumnya.
Terdapat berbagai definisi pengawasan yang diberikan oleh para
ahli, pengertian pengawasan menurut Harold Koontz dalam Malayu S.P
Hasibuan (2014:242) adalah pengukuran dan perbaikan terhadap
pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat
untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara.
Harold Kontz dan Cyrill O’Donnel mengatakan bahwa “Planning
and Controlling are The Two Sides of The Same Coin”. Artinya bahwa
perencanaan dan pengawasan merupakan kedua belahan mata uang
yang sama. Tanpa rencana, pengawasan tidak mungkin dilaksanakan
karena tidak ada pedoman untuk melakukan pedoman itu. Sebaliknya,
rencana tanpa pengawasan akan berarti kemungkinan timbulnya
penyimpangan-penyimpangan dan atau penyelewengan-penyelewengan
yang serius tanpa ada alat untuk mencegahnya.
Pengawasan mutlak diperlukan agar dalam pelaksanaannya
seminimal mungkin dapat dihindari segala ketimpangan dari apa yang
telah disusun sebelumnya.
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Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh
manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yaitu :
1. Pengawasan langsung (direct control).
Yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah apabila
pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap
kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya.
Pengawasan langsung ini dapat berbentuk inspeksi langsung, on the
spot observation, dan on the spot report. Akan tetapi karena
banyaknya dan kompleksnya tugas seorang pimpinan terutama
dalam organisasi yang besar maka seorang pimpinan tidak mungkin
dapat selalu menjalankan pengawasan langsung sehingga pimpinan
sering pula melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.
2. Pengawasan tidak langsung (indirect control).
Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung adalah
pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui
laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan tersebut
dapat berbentuk tertulis dan lisan.
Kelemahan dari pengawasan tidak langsung idalah bahwa para
bawahan seringkali hanya melaporkan hal-hal yang positif saja,
padahal seorang pimpinan yang baik akan menuntun bawahannya
untuk melaporkan hal-hal baik yang bersifat positif maupun yang
bersifat negatif.
Pengawasan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila
hanya bergantung pada laporan saja, karena itu pengawasan tidak
langsung saja tidak cukup. Adalah kebijaksanaan apabila pimpinan
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organisasi menggabungkan teknik pengawasan langsung dan
pengawasan tidak langsung dalam melakukan fungsi pengawasan.
II.1.2 Retribusi Daerah
Retribusi merupakan salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan
kesejahteraan masyarakat.
Marihot Pahala Siahaan dalam bukunya “Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah” (2010:5) mendefenisikan retribusi sebagai pembayaran wajib dari
penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh
Negara bagi penduduknya secara perorangan. Selanjutnya ia mendefinisikan
retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Marihot Pahala
Siahaan, 2010:6).
Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah
menurut UU No. 28 Tahun 2009 antara lain :
1. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Pemungutan, adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta
pengawasan penyetorannya.
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3. Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
5. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat
pula disediakan oleh sektor swasta.
6. Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan
dan pemanfaatan ruang, pengguanaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana, atau fasiliatas tertentu guna melindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan
tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun
2001 tentang Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan :
1. Retribusi daerah yang kemudian disebut retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
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khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi
jasa umum, retribusi jasa usaha, dan perizinan tertentu.
a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan
oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
badan.
b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
c. Retribusi perijinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang
pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,
sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Dari pendapat-pendapat yang disebut diatas, maka dapat dikemukakan
ciri-ciri pokok Retribusi Daerah ialah sebagai berikut sebagai berikut :
a. Retribusi dipungut oleh daerah.
b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang
langsung dapat ditunjukan.
c. Retribusi dikenakan pada siapa saja yang memanfaatkannya,
mengenyam jasa yang disediakan oleh daerah.
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Ada berapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka pengelolaan
penerimaan retribusi yaitu :
a. Pengelolaannya Harus Adil
Artinya, adil dalam perundang-undangan dan mampu bersikap adil dalam
hal pelaksanaannya. Dimana pembangunan itu bukanlah beban sepihak
tapi merupakan bersama yang harus dipikul tanggungjawabnya.
b. Pengelolaanya Harus Berdasarkan Perundang-undangan
Dalam hal pelaksanaan pengelolaan retribusi harus berpatokan pada
peraturan yang berlaku untuk memberikan jaminan hukum pada wajib
retribusi. Untuk menjamin keadilan secara tegas, dengan berdasar pada
Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2, yang berbunyi : “pengenaan
dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan Negara
hanya boleh terjadi berdasar Undang-undang”.
c. Pengelolaanya Tidak Menunggu Perekonomian
Diusahakan adanya keseimbangan dalam hal pengelolaan retribusi untuk
membantu jalanya perekonomian.
d. Pengelolaan Harus Efisien
Dalam artian bahwa pengelolaan sedapat mungkin cukup untuk menutupi
sebagian pengeluaran-pengeluaran Daerah. Untuk pengelolaannya
sedapat mungkin memperhatikan efisiensi ekonomi dari segi hasil dan
usaha (biaya), serta perlunya penetapan pengelolaan yang sederhana.
II.2 Dasar Hukum Retribusi
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada
daerah secara luas, nyata, dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber
keuangannya sendiri. Dalam menggali keuangannya tersebut tidak terlepas dari
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peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar kebijakan
pemerintah dalam mengelola sumber pendapatan asli daerahnya.
Menurut pasal 1 Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli
Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam
daerahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah
merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali oleh daerah kemudian
digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai
pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan
dana dari pemerintah pusat.
Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah
sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 terdiri dari :
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Pendapatan Transfer, yaitu :
a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas :
1. Dana Perimbangan
2. Dana Otonomi Khusus
3. Dana Keistimewaan
4. Dana Desa
b. Transfer Antar-Daerah terdiri atas :
1. Pendapatan Bagi Hasil
2. Bantuan Keuangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
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Sedangkan Sumber Pendapatan Asli Daerah ialah :
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
Retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah
sudah semestinya diperhatikan daerah disamping sumber-sumber yang lain.
Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi
daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Peraturan
Umum Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, selanjutnya untuk pelaksanaannya di
masing-masing daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk
peraturan daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 lahir dengan pertimbangan
bahwa UU Nomor 18 Tahun 1997 tantang pajak daerah dan retribusi daerah
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 perlu disesuaikan
dengan kebijakan otonomi daerah. Hal ini berkaitan dengan berlakunya UU
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan atas UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang
perubahan kedua atas UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana penyelenggaraan
pemerintah daerah berlaku dengan memberikan kewenangan yang seluas-
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luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan
otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan pemerintah Negara.
Menurut pasal 10 ayat 1 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, wewenang Pemerintah Daerah tersebut dikecualikan dalam bidang: (1)
politik luar negeri, (2) pertahanan, (3) keamanan, (4) yustisi, (5) moneter dan
fiskal nasional, serta (6) bidang agama. Menurut Penjelasan UU No. 23 tahun
2014, kewenangan yang luas diberikan pada daerah kabupaten atau kota sesuai
dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Daerah kabupaten atau kota
memiliki kewenangan pula untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan
pelayanan kepada publik dengan baik, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Hal-hal yang menjadi latar belakang dilaksanakannya reformasi dalam UU
pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilihat pada penjelasan UU Nomor 28
Tahun 2009. Dalam bagian umum penjelasan tersebut dinyatakan bahwa dalam
rangka penyelenggaraan pemerintah, Negara Kesatuan Republik Indonesia
dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai
hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggara pemerintahan dan
pelayanan kepada masyarakat.
II.3 Klasifikasi Retribusi Daerah
II.3.1 Jenis dan Golongan Retribusi Daerah
Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-4,
Retribusi Daerah dibagi atas tiga golongan, diantaranya :
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1. Retribusi Jasa Umum
Retribusi jasa umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan
ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut :
a. Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa
usaha atau retribusi perizinan tertentu.
b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi.
c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi
atau badan yang diharuskan untuk membayar retribusi disamping
untuk melayani kepentingan dan kemamfaatan umum.
d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
e. Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional
tentang pelaksanaannya.
f. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut
dengan tingkat dan kualitas layanan yang baik.
Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Undang-
undang No. 28 Tahun 2009 ialah :
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
Akta Catatan Sipil;
d. Retribusi Pelayanan Permakaman dan Pengabuan Mayat;
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi JalanUmum;
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f. Retribusi Pelayanan Pasar;
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
j. Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus;
k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
m. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Retribusi Jasa Usaha
Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh
pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :
a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan
Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan
secara memadai oleh pihak swasta.
Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Undang-
undang No. 28 Tahun 2009 ialah :
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
c. Retribusi Tempat Pelelangan;
d. Retribusi Terminal;
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
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h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
j. Retribusi Penyeberangan di Air;
k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Dalam pelaksanaannya, Retribusi Jasa Usaha ditentukan
berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut :
a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan
retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang
seyogyanya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai
atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum
dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. Pengertian
harta adalah semua harta bergerak dan tidak bergerak, tidak
termasuk uang kas, surat-surat berharga, dan harta lainnya yang
bersifat lancar (current asset).
3. Retribusi Perizinan Tertentu
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi
perizinan tertentu ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang
diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi
kepentingan umum; dan
c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin
tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari
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perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari
retribusi perizinan.
Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu diatur dalam Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 141, adalah sebagaimana di bawah
ini :
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c. Retribusi Izin Gangguan;
d. Retribusi Izin Trayek.
e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
II.7 Objek dan Subjek Retribusi Daerah
1) Retribusi Jasa Umum
a. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang
disediakan atau diberikanoleh pemerintah daerah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
b. Subjek dari retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau
badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa
umum yang besangkutan.
2) Retribusi Jasa Usaha
a. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang
disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut
prinsip komersial.
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b. Subjek dari retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau
badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa
usaha tersebut.
3) Retribusi Perizinan Tertentu
a. Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan
perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang
pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan
dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
b. Subjek dari retribusi ini adalah orang pribadi atau badan
yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.
II.4 Retribusi Rumah Potong Hewan
Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan salah satu jenis dari
golongan retribusi jasa usaha. Menurut Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun
2001, yang dimaksud pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan
penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan
pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun
2011 mengemukakan bahwa Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya
dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa dan atau
fasilitas rumah potong hewan dan tempat pemotongan hewan di luar rumah
potong hewan yang diizinkan oleh pemerintah termasuk pemeriksaan kesehatan
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hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan atau dikelola oleh
pemerintah daerah. Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah
potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaaan kesehatan hewan
sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah. Dan yang termasuk objek Retribusi Rumah Potong Hewan
di Kabupaten Toraja Utara adalah pemotongan hewan yang dilakukan di luar
Rumah Potong Hewan yaitu pada acara insidentil seperti upacara adat rambu
tuka’ (acara ucapan syukur/suka) dan acara rambu solo’ (kematian/duka) dan
mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah.
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara No. 15 tahun 2011
bahwa struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan
jumlah ternak. Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di
wilayah daerah. Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif
ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang
merupakan jumlah unsur-unsur tarif meliputi: unsur biaya persatuan penyediaan
jasa dan unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
Tabel II.1
Tarif Retribusi Berdasarkan Jenis Ternak
No. Jenis Ternak Tarif
1. Kerbau
a. Kerbau Belang (Saleko, Bonga)
b. Kerbau Kebiri (Balian)
c. Kerbau Hitam (Pudu’, Todi’, Sambao’)
Rp 750.000/ekor
Rp 500.000/ekor
Rp 200.000/ekor
2. Sapi Rp 100.000/ekor
3. Kuda Rp 100.000/ekor
4. Rusa Rp 75.000/ekor
5. Babi Rp 75.000/ekor
6. Kambing Rp 45.000/ekor
Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara No.15 Tahun 2011
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II.5 Perbedaan Pajak dengan Retribusi
Dalam pemikiran umum masyarakat, pungutan pajak seringkali
disamakan dengan retribusi. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa keduanya
merupakan pembayaran kepada pemerintah dan dalam pemungutannya sama-
sama didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan kuat. Pandangan ini tidak
sepenuhnya benar karena pada dasarnya terdapat perbedaan yang besar antara
pajak dan retribusi. Perbedaan tersebut antara lain :
a. Kontra prestasinya. Pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk
secara langsung dan secara individu dan golongan tertentu sedangkan
pada pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.
b. Balas jasa pemerintah. Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran yaitu
pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum, seluruh rakyat
menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang
dibebaskan dari pajak. Sebaliknya pada retribusi, balas jasa pemerintah
berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan
pembayaran retribusi.
c. Sifat pemungutannya. Pajak besifat umum, artinya berlaku untuk semua
orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara retribusi
hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa
pemerintah yang dapat ditunjuk.
d. Sifat pelaksanaannya. Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan
yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu
setiap orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah
harus membayar retribusi. Jadi, sifat paksaan pada retribusi bersifat
ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang
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bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak,
dimana sifat paksaan pada pajak adalah yuridis artinya bahwa setiap
orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman baik berupa
sanksi pidana maupun berupa denda.
e. Lembaga atau badan pemungutnya. Pajak dapat dipungut oleh
pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya
dapat dipungut oleh pemerintah daerah.
II.6 Kerangka Pikir
Dalam pelaksanaan otonomi, dituntut kemampuan daerah dalam
memanfaatkan semua potensi yang ada di daerah dalam rangka melaksanakan
pemerintahannya. Salah satunya adalah penerimaan dari pendapatan asli
daerah (PAD). Untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) maka
pemerintah daerah harus berusaha menggali semua sumber-sumber
pendapatan daerah yang lain, salah satunya retribusi rumah potong hewan.
Tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemungutan retribusi rumah
potong hewan sangat tergantung pada fungsi-fungsi manajemen yang terdiri
atas :
1. Perencanaan berdasarkan potensi dan data yang valid dan up to date.
2. Pengorganisasian yang terpenuhi aspek sumber daya manusianya dan
tugas-tugas di dalam struktur organisasi yang efektif dan distribusi
tugas yang rasional serta didukung oleh teknologi yang relevan
dengan beban tugas dan kemampuan sumber daya manusia.
3. Pelaksanaan tugas yang produktif dibawah arahan dan kendali para
manajer yang professional yang memungkinkan terselesaikannya
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pekerjaan para bawahan dalam teamwork yang produktif, transparan,
dan berkelanjutan.
4. Pengawasan adalah proses mengamankan rencana dalam
pelaksanaan yang dilakukan melalui pencegahan penyimpangan dan
upaya mengatasi penyimpangan yang terjadi.
Fungsi manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry tersebut
memberikan gambaran kepada penulis untuk membuat kerangka pikir yang
berkaitan dengan Manajemen Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten
Toraja Utara, kemudian mengarah pada kontribusi retribusi rumah potong hewan
terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berikut adalah kerangka pikir yang akan dijadikan penulis sebagai acuan
penelitian :
Gambar II.1 Kerangka Pikir
MANAJEMEN
RETRIBUSI RUMAH
POTONG HEWAN
Fungsi Manajemen :
- Perencanaan
- Pengorganisasian
- Pelaksanaan
- Pengawasan
George R. Terry
KONTRIBUSI
RETRIBUSI RPH
TERHADAP
PENINGKATAN
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
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BAB III
METODE PENELITIAN
III.1 Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana
dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau
menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan
penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan
memahami Manajemen Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Toraja
Utara. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang
mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang
sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang
tampak (Sugiono, 2007:3).
III.2 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara.
III.3 Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian
deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk
mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen)
tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan variabel satu dengan
variabel yang lainnya.
Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk menggambarkan bagaimana
adanya fakta-fakta yang ditemukan pada masa sekarang, selanjutnya
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menganalisa dan menafsirkan fakta-fakta tersebut serta mengambil
kesimpulannya.
Pemilihan tipe ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam
pembahasan skripsi ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memberikan suatu
gambaran mengenai keadaan di lapangan terkait proses, kendala serta upaya
dalam pengadministrasian penerimaan retribusi rumah potong hewan di
Kabupaten Toraja Utara.
III.4 Narasumber atau Informan
Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah orang-orang atau
pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian. Diantaranya adalah
pihak-pihak yang terkait dalam Pengelolaan Penerimaan Retribusi Rumah
Potong Hewan di Kabupaten Toraja Utara yaitu :
1. Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Toraja Utara.
2. Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran.
3. Petugas Pemungut Retribusi/kolektor di Lembang (Desa).
4. Wajib Retribusi.
III.5 Jenis Dan Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua sumber
data, yaitu :
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara
dengan narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam
memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya dilapangan.
b. Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari hasil olahan instansi atau
suatu lembaga tertentu bukan saja untuk kepentingan lembaganya tetapi
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juga untuk pihak lain yang membutuhkan. Seperti, dokumen atau catatan,
literatur-literatur, serta arsip-arsip resmi. Hal ini bertujuan untuk
memperoleh landasan atau kerangka pemikiran yang digunakan untuk
membahas hasil penelitian.
III.6 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu
sebagai berikut :
a. Wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan
tanya jawab dan dialog atau diskusi langsung kepada pihak-pihak yang
bersangkutan/informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang
jelas dan relevan dengan objek penelitian.
b. Observasi/pengamatan langsung, yaitu suatu cara pengumpulan data
dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap
objek yang sementara diteliti. Selanjutnya, peneliti memahami dan
menganalisis berbagai gejala yang berkaitan dengan objek penelitian.
c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji
dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau
pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi data-
data yang diperlukan serta cara pengumpulan data dan telaah pustaka,
dimana domumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan
dengan masalah, baik berupa buku, literatur, laporan dan sebagainya.
III.7 Unit Analisis
Desain penelitian yang dikategorikan sebagai studi kasus,
ditentukan oleh unit analisisnya. Unit analisis pada penelitian ini adalah
organisasi, yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
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Daerah Kabupaten Toraja Utara. Penentuan unit analisis ini didasarkan
pada tugas dan fungsi dari DPPKAD sebagai pelaksana dan
bertanggungjawab terhadap pemungutan retribusi rumah potong hewan
di Kabupaten Toraja Utara.
III.8 Fokus Penelitian
Secara ilmiah Fokus Penelitian digunakan sebagai dasar dalam
pengumpulan data sehingga tidak terjadi bias terhadap data apa yang diambil.
Untuk memberikan suatu pemahaman agar lebih mempermudah
pelaksanaan pengelolaan Retribusi rumah potong hewan, maka perlu adanya
batasan penelitian melalui indikator-indikator sebagai berikut :
1. Manajemen retribusi daerah yaitu proses merencanakan, mengorganisir,
menggerakkan, dan mengawasi segala kegiatan yang berhubungan
dengan retribusi rumah potong hewan dalam mencapai tujuan yang
diinginkan.
2. Perencanaan, yaitu penyusunan dan penentuan aktivitas yang akan
dilaksanakan dimasa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang
diinginkan dengan indikator yakni pendataan retribusi rumah potong
hewan dan penentuan target.
3. Pengorganisasian, yaitu penentuan, pengelompokan, dan pengaturan
berbagai aktivitas yang diperlukan dengan menempatkan orang-orang
pada aktivitas tersebut dengan indikator penempatan dan pembagian
kerja pegawai.
4. Pelaksanaan, yaitu aktivitas pegawai dalam menjalankan tugasnya sesuai
dengan fungsi dan tanggung jawabnya dengan indikator tingkat
partisipasi pegawai dalam pelaksanaan tugas.
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5. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk
menjamin agar segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana yang
telah ditentukan dan diidentifikasi permasalahan yang timbul serta
pelaporan terhadap hasil-hasil yang diperoleh dengan indikator
pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.
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BAB IV
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN
IV.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
IV.1.1 Letak Geografis dan Administratif
Kabupaten Toraja Utara yang beribukota di Rantepao merupakan salah
satu kabupaten yang ada Provinsi Sulawesi Selatan. Secara astronomis,
Kabupaten Toraja Utara terletak antara 2o – 3o LS dan 119o – 120o BT dengan
jarak dari ibu kota provinsi (Kota Makassar) ke Kota Rantepao (ibu kota Kab.
Toraja Utara) sekitar ±329 km jalan darat yang melewati beberapa kabupaten
diantaranya, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap,
Kota Pare- Pare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros.
Pada sebelah utara, Toraja Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu
dan Provinsi Sulawesi Barat, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten
Tana Toraja, sebelah timur berbatasan dengan daerah Kota Palopo dan
Kabupaten Luwu, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat.
Kabupaten Toraja Utara berada pada ketinggian 704 – 1.646 meter
diatas permukaan air laut dengan luas wilayah ±1.151,47 km2, yang dibagi
menjadi 21 kecamatan, 111 lembang (desa), dan 40 kelurahan dengan rincian
sebagai berikut :
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Tabel IV.1
Rincian Wilayah Administratif Kabupaten Toraja Utara
Kecamatan Kelurahan Desa
Kecamatan Rantepao 9 2
Kecamatan Sesean 5 4
Kecamatan Nanggala 1 8
Kecamatan Rindingallo 2 7
Kecamatan Buntao 2 4
Kecamatan Sa’dan 2 8
Kecamatan Sanggalangi 1 5
Kecamatan Sopai 1 7
Kecamatan Tikala 2 5
Kecamatan Balusu 2 5
Kecamatan Tallunglipu 6 1
Kecamatan Dende’ Piongan Napo 1 7
Kecamatan Buntu Pepasan 1 12
Kecamatan Baruppu 1 3
Kecamatan Kesu 2 5
Kecamatan Tondon - 4
Kecamatan Bangkelekila - 4
Kecamatan Rantebua 2 5
Kecamatan Sesean Suloara - 5
Kecamatan Kapala Pitu - 6
Kecamatan Awan Rante Karua - 4
Sumber: Profil Toraja Utara 2013
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IV.1.2 Keadaan Penduduk
Salah satu modal dasar dalam melaksanakan pembangunan di suatu
daerah adalah sumber daya manusianya dalam hal ini adalah penduduk.
Penduduk Kabupaten Toraja Utara berdasarkan hasil Sensus Penduduk pada
tahun 2013 berjumlah 222.400 jiwa yang tersebar di 21 kecamatan, dengan
jumlah penduduk terbesar yakni 26.307 jiwa mendiami Kecamatan Ranteapo.
Secara keseluruhan, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih
banyak dari penduduk yang berjenis kelamin perempuan, yang masing-masing
terdiri dari 112.00 jiwa penduduk laki-laki dan perempuan 110.400 jiwa.
Penduduknya sebagian besar memeluk Agama Kristen dengan mata
pencaharian pada Sektor Pertanian 73,15% dari jumlah penduduk yang bekerja.
IV.1.3 Keadaan Sosial Budaya
Keadaan sosial budaya masing-masing daerah tidaklah sama, setiap
daerah memiliki corak adat-istiadat sendiri-sendiri, begitu pula dengan kabupaten
Toraja Utara. Berikut adalah keadaan sosial budaya kabupaten Toraja Utara :
IV.1.3.1 Kesehatan
Sampai tahun 2013 di Kabupaten Toraja Utara terdapat 1 rumah sakit
swasta. Sedangkan fasilitas kesehatan lain di Toraja Utara terdapat 22
puskesmas, 254 posyandu dan 93 Polindes/Poskesdes.
Dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB), jumlah
akseptor baru yang terjaring pada tahun 2013 sebanyak 8.691 orang. Pada
umumnya akseptor baru tersebut memilih menggunakan kontrasepsi Pil dan
Suntikan, yakni masing-masing berjumlah 4.012 orang dan 2.472 orang atau
dapat dikatakan bahwa kedua jenis alat kontrasepsi tersebut dipilih sekitar 74,60
persen dari seluruh akseptor baru.
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IV.1.3.2 Pendidikan
Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) suatu negara
akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan social, karena
manusia adalah pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut. Dari tahun ke tahun
partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia pendidikan di Toraja Utara semakin
meningkat, hal ini berkaitan dengan berbagai program pendidikan yang
dicanangkan pemerintah untuk lebih meningkatkan kesempatan masyarakat
untuk mengenyam bangku pendidikan.
Peningkatan partisipasi pendidikan untuk mencapai bangku pendidikan
tertentu harus diikuti dengan berbagai peningkatan penyediaan sarana fisik
pendidikan dan tenaga pendidik yang baik.
Pada tahun 2013, tercatat jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) 105 buah
dengan murid sebanyak 3.148 orang, jumlah sekolah dasar (SD) yang terdiri dari
SD Inpres, SD non-inpres dan SD swasta sebanyak 188 buah dengan murid
sebanyak 37.115 orang.
Pada tingkat SMP terdiri dari SMP Negeri 59 buah dengan jumlah
siswa 13.095 dan SMP swasta 10 buah dengan jumlah siswa 2.356 orang. Pada
tingkat SMA terdapat 12 buah yang terdiri dari 7 buah SMA Negeri dengan
jumlah siswa 3.262 dan 5 buah SMA swasta dengan 1.642 siswa.
Selain itu terdapat pula Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang
berstatus negeri sebanyak 4 buah dengan 1.906 orang siswa dan SMK swasta
sebanyak 18 buah dengan 4.945 orang siswa.
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IV.1.3.3 Agama
Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari
besarnya sarana peribadatan masing-masing agama. Penduduk Kabupaten
Toraja Utara mayoritas beragama Kristen, baik Protestan maupun Katolik tapi
yang paling banyak adalah Kristen Protestan. Jadi, kegiatan yang berhubungan
dengan kebudayaan setempat diwarnai oleh ajaran kekristenan.
Tempat peribadatan umat Kristiani berupa gereja yang terdiri dari
Gereja Protestan dan Gereja Katolik pada tahun 2013 masing-masing berjumlah
572 dan 120 unit. Tempat peribadatan umat Islam yang berupa masjid dan
mushalah masing-masing sebanyak 17 dan 2 unit. Sementara itu, tempat
peribadatan umat Hindu dan Buddha yang masing-masing berupa Pura dan
Vihara belum tersedia di Toraja Utara.
IV.1.3.4 Adat Istiadat
Keadaan sosial budaya kabupaten toraja utara tidak dapat terlepas
dari kondisi kebudayaan masyarakatnya. Kebudayaan masyarakat Kabupaten
Toraja Utara sangat unik, ini dilihat dari berbagai macam hal seperti :
1. Upacara adat
a. Upacara kematian (rambu solo’)
Kabupaten Toraja Utara memiliki kebudayaan yang dikenal
dengan kebudayaan “alukta”, merupakan salah satu kepercayaan yang
diakui di dalam masyarakat Toraja Utara. Upacara yang paling penting
dalam kebudayaan di toraja,khususnya Toraja utara adalah upacara
adat kematian (rambu solo’). Upacara adat kematan ini dilaksanakan
apabila salah satu anggota keluarga dari suku toraja meninggal dunia.
Mereka percaya bahwa orang mati itu sedang menuju puya
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(peristirahatan terakhir). Oleh karena itu. seluruh sanak saudaranya
serta kerabat dekatnya wajib untuk melaksanakan upacara adat ini,
dengan mengiringi orang mati tersebut dengan hewan kurban seperti
kerbau, babi dan ayam. Semakin banyak hewan yang dipotong
semakin tinggi prestise orang atau keluarga tersebut, karena menurut
kepercayaan mereka, upacara adat ini merupakan bekal untuk dapat
hidup bahagia di akhirat nantinya.
b. Upacara pengucapan syukur rumah adat “Tongkonan” baru (Mangrara
Banua)
Upacara lain yang juga menarik perhatian dari wisatawan adalah
upacara ”mangrara banua” yaitu upacara syukuran atas pembangunan
rumah baru. Biasanya upacara ini dilangsungkan selama 1-2 hari.
2. Bentuk Rumah Adat “Tongkonan” yang menghadap ke Selatan yang
menggambarkan asal nenek moyang masyarakat Toraja.
IV.2 Gambaran Umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Toraja Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara
dan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor : 22 Tahun 2010, Tentang
Kewenangan, Uraian Tugas Jabatan dan Fungsi Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Tugas Pokok Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah adalah mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan,
mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis
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pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
DPPKAD mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan tehnis dibidang Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan asset Daerah.
b. Pemberian izin dan Pelaksanaan Pelayanan Umum.
c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang
Pendapatan Daerah.
d. Pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas.
IV.3 Visi dan Misi
Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, maka
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja
Utara telah menetapkan Visi yang merupakan gambaran masa depan yang ingin
dicapai yaitu : “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang
Profesional, Berkualitas, Bersih, Transparan dan Akuntabilitas”.
Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah dimasa depan, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :
a. Meningkatkan kemampuan Keuangan Daerah.
b. Meningkatkan kualitas Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah.
IV.4 Struktur Organisasi
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Struktur Organisasi Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Toraja Utara terdiri
dari:
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1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Program dan Anggaran.
3. Bidang Pendaftaran dan Pendataan, membawahi :
a. Seksi Pendaftaran;
b. Seksi Pendataan;
c. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.
4. Bidang Penetapan, membawahi :
a. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan;
b. Seksi Perhitungan;
c. Seksi Angsuran.
5. Bidang Penagihan, membawahi :
a. Seksi Penagihan;
b. Seksi Keberatan;
c. Seksi Pengelolaan dan Penerimaan Sumber lain-lain.
6. Bidang Anggaran, membawahi :
a. Seksi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
b. Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung;
c. Seksi Anggaran Belanja Langsung.
7. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
a. Seksi Kas dan Giro;
b. Seksi Pengujian Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
c. Seksi Pengujian Belanja Langsung.
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8. Bidang Akuntansi dan Verifikasi, membawahi :
a. Seksi Akuntansi, Pendapatan dan Pengeluaran Pembiayaan;
b. Seksi Akuntansi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran
Pembiayaan.
c. Seksi Akuntansi Belanja langsung.
9. Bidang Aset, membawahi :
a. Seksi Perencanaan dan Pengadaan;
b. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Aset;
c. Seksi Inventarisasi, Pengawasan dan Penghapusan.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
IV.5 Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2012 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka di bawah ini akan diuraikan
mengenai tugas pokok dan fungsi setiap bagian pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara. Uraian tugas
pokok dan fungsi tersebut, antara lain:
1. Kepala Dinas
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok
membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di
bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut, Kepala Dinas
mempunyai fungsi :
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a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
b. pemberian Izin dan Pelaksanaan Pelayanan Umum;
c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas
dibidang Pendapatan Daerah;
d. pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas.
2. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam
penyusunan program, pemberian pelayanan administrasi
Keuangan, Umum dan Kepegawaian.
Untuk melaksanakan tugasnya, sekretaris mempunyai fungsi
sebagai berikut :
a. penyusunan program kerja dan kegiatan Bidang
Sekertariat;
b. pelaksanaan koordinasi kegiatan sekertariat dengan
bidang-bidang lingkup DPPKAD serta instansi terkait
dalam rangka kelancaran tugas;
c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan keprotokuleran
serta kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku;
d. penataan dan pengadaan buku-buku Peraturan
Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah;
e. penyusunan Renstra, Rencana Kerja Tahunan DPPKAD;
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f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai
pertanggungjawaban dan/atau bahan evaluasi;
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.
3. Bidang Pendaftaran dan Pendataan
Bidang Pendaftaran dan Pendataan dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan
melaksanakan pendaftaran dan pendataan subyek dan obyek pajak
dan retribusi daerah, melakukan dokumentasi dan pengolahan data
subyek dan obyek pajak dan retribusi daerah dan membimbing,
mengendalikan, dan mengawasi tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.
Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pendaftaran
dan Pendataan mempunyai fungsi :
a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Pendaftaran
dan Pendataaan;
b. pelaksanaan penyuluhan kepada wajib pajak dan retribusi
daerah;
c. pelaksanaan pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah;
d. pelaksanaan pengolahan data subjek dan objek pajak dan
retribusi daerah;
e. penyusunan Daftar Induk wajib pajak dan retribusi daerah;
f. penyampaian SPOP PBB kepada para wajib pajak;
g. penerimaan kembali isian SPOP tersebut dari wajib pajak;
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h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai
pertanggungjawaban dan/atau bahan evaluasi;
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.
4. Bidang Penetapan
Bidang Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan
penetapan subyek dan obyek pajak dan retribusi daerah,
melakukan penetapan subyek dan obyek pajak dan retribusi daerah
yang terutang serta menghitung besarnya angsuran atas
permohonan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta menata
usahakan jumlah ketetapan PBB yang penagihannya dilimpahkan
kepada daerah berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan
(SPPT) dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran (DHKP)
PBB, membimbing, mengendalikan dan mengawasi tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas.
Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang
Penetapan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. penyampaian SPOP PBB kepada para wajib pajak;
b. penerimaan kembali isian SPOP tersebut dari para wajib
pajak;
c. pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan
atau pembayaran atas permohonan wajib pajak dan
retribusi daerah;
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d. pelaksanaan perhitungan penetapan pajak dan retribusi
daerah;
e. penerbitan dan pendistribusian serta penyiapan arsip surat
perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan
penetapan;
f. pelaksanaan penerimaan SPPT-PBB beserta DHKP-PBB
dan dokumen PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal Pajak serta mendistribusikan kepada wajib pajak
dan kepada unit lain yang terkait.
g. penyusunan laporan hasil kegiatan sebagai
pertanggungjawaban dan/atau bahan evaluasi;
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
5. Bidang Penagihan
Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penagihan pajak dan
retribusi daerah batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan
permohonan banding serta mengumpulkan dan mengelola data
sumber-sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang
Penagihan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pelaksanaan kegiatan penagihan pajak dan retribusi
daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. pelaksanaan pelayanan keberatan dan permohonan
banding sesuai dengan batas kewenangannya;
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c. pengumpulkan data sumber penerimaan lainnya diluar
pajak dan retribusi daerah;
d. penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)
kepada para wajib pajak serta menerima kembali isian
SPOP PBB dari wajib pajak untuk selanjutnya diadakan
penagihan;
e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai
pertanggungjawaban dan/atau bahan evaluasi;
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.
6. Bidang Anggaran
Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam
memberikan pelayanan administratif, perencanaan, pengaturan dan
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Untuk melakukan tugas pokoknya, Kepala Bidang Anggaran
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. penyusunan program kerja dan kegiatan tahunan bidang
anggaran;
b. pelaksanaan program dan kegiatan bidang anggaran.
c. penyusunan konsep KUA, PPAS, Analisa Standar Biaya
dan Pedoman Penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
d. penyusunan RAPBD pokok dan perubahan dengan
berkoordinasi instansi terkait serta bidang-bidang lain;
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e. penelitian dan analisa APBD yang telah disusun serta
perubahan APBD sekaligus mempersiapkan pengesahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPD-SKPD);
f. pelaksanaan persiapan Anggaran Kas dan meneliti
kebenaran Konsep Naskah Surat Pencairan Dana (SP2D);
g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang anggaran
sebagai pertanggungjawaban dan/atau bahan evaluasi;
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.
7. Bidang Perbendaharaan
Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas
dalam memberikan pelayanan administratif, perencanaan,
pengaturan dan penyusunan proses pencairan dana.
Untuk melakukan tugas pokoknya, Kepala Bidang
Perbendaharaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. penyusunan program dan kegiatan tahunan Bidang
Perbendaharaan;
b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang
Perbendaharaan.
c. pemeriksaan pengujian kelengkapan SPM – SKPD.
d. pelaksanaan proses penerbitan SP2D dan penyampaian
SP2D kepada Bank;
e. pelaksanaan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran
Kas Daerah;
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f. pelaksanaan pengelolaan Kas Non Anggaran yang tidak
mempengaruhi APBD dan Pembiayaan Daerah;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
h. penyusunan Laporan pelaksanaan hasil ke sebagai
pertanggungjawaban dan/atau bahan evaluasi;
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
8. Bidang Akuntansi
Bidang Akuntansi dan Verifikasi dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas
dalam melaksanakan penatausahaan transaksi keuangan,
melaksanakan verifikasi atas transaksi pendapatan dan
pembiayaan serta menyusun laporan keuangan daerah, baik PAD
maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap
semesteran dan tahunan.
Untuk melakukan tugas pokoknya, Kepala Bidang Akuntansi
dan Verifikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. penyusunan program kerja dan kegiatan Bidang Akuntansi
dan Verifikas;
b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Akuntansi dan
Verifikasi;
c. pelaksanaan penatausahaan dokumen Laporan Realisasi
APBD dari setiap SKPD untuk bahan penyusunan Laporan
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Realisasi Semesteran dan Tahunan APBD serta prognosis
enam bulan berikutnya;
d. pelaksanaan persiapan bahan perumusan kebijaksanaan
kegiatan Bidang Akuntansi dan Verifikasi;
e. penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Pemerintah
Daerah Kabupaten Toraja Utara;
f. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
g. penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai
pertanggungjawaban dan/atau bahan evaluasi;
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
9. Bidang Aset
Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok membantu pelayanan umum di bidang
Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada masing-masing
SKPD.
Untuk melakukan tugas pokoknya, Kepala Bidang Aset
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. penyusunan program kerja dan kegiatan tahunan Bidang
Aset;
b. pelaksanaan program kerja dan kegiatan Bidang Aset;
c. pelaksanaan koordinasi dengan masing-masing SKPD
untuk penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah
58
berdasarkan Standarisasi Sarana dan Prasarana serta
Standar Harga Pemerintah Daerah;
d. pengkoordinasian data dan informasi tentang pengelolaan
Barang Milik Daerah (BMD) untuk penganggaran APBD,
serta penyusunan Neraca, pengawasan, pemeliharaan,
pengahapusan BMD;
e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai
pertanggungjawaban dan/atau bahan evaluasi;
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
10. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pasar
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar dipimpin oleh
kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yang mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam hal pengelolaan pasar
terkait dengan pungutan Retribusi dibawah koordinasi Bidang
Penagihan DPPKAD.
Untuk melakukan tugas pokoknya, Kepala Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pelaksanaan kegiatan pengelolaan pasar dalam hal
Retribusi Daerah dengan berkoordinasi bidang terkait
sesuai kebutuhan yang berlaku;
b. pelaksanaan pengumpulan data subyek dan objek
Retribusi Daerah pada pasar yang ada di Kabupaten
Toraja Utara;
c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.
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IV.6 Kepegawaian
Dalam mendukung tujuan organisasi, maka organisasi Dinas
pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh salah satu
aspek yaitu sumber daya manusia yaitu Pegawai Negeri Sipil yang berjumlah
berjumlah 55 orang. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat
berpengaruh terhadap terlaksananya program yang ada pada setiap organisasi
karena sumber daya manusia merupakan pemeran aktif dalam melaksanakan
setiap program yang ada. Jumlah pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel IV.2
Data Pegawai Berdasarkan Golongan
No. Golongan Jumlah
1. I 5
2. II 8
3. III 35
4. IV 7
Jumlah 55
Sumber: Data Sekunder DPPKAD Toraja Utara, 2015
Sebagaimana diketahui bahwa latar belakang dan tingkat pendidikan
seseorang sangat berpengaruh terhadap pengetahuan dan pemahaman dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawab. Persebaran jumlah SDM di Kantor
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja
Utara berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel IV.3
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. Tingkat Pendidikan Jumlah
1 S2 5
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Sumber: Data Sekunder DPPKAD Toraja Utara, 2015
2 S1 30
3 D3 4
4 SMA/SMK 10
5 SD 6
Jumlah 55
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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
V.1 Peranan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Toraja Utara
Besarnya target dan realisasi retribusi daerah dapat dilihat dari table
berikut :
Tabel V.1
Target dan Realisasi Retribusi Daerah
Tahun Target Retribusi Daerah Realisasi Presentase
2010 Rp 2.550.050.000,00 Rp 2.165.839.199,69 84%
2011 Rp 3.184.950.000,00 Rp 3.795.201.390,00 119%
2012 Rp 5.240.569.000,00 Rp 6.134.472.510,00 117%
2013 Rp 8.245.496.300,00 Rp 6.980.065.160,00 84,6%
2014 Rp 9.022.914.000,00 Rp 7.871.202.400,00 87,2%
Sumber : DPPKAD Kabupaten Toraja Utara, 2015
Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan retribusi daerah
Kab. Toraja Utara mengalami fluktuasi, dapat dilihat pada tahun 2010 tidak
memenuhi target yang telah ditentukan dimana realisasinya mencapai 84%.
Kemudian pada tahun 2011 mengalami kenaikan yang signifikan dan
realisasinya mencapai 119%. Dan pada tahun-tahun berikutnya mengalami
penurunan yaitu tahun 2012 dan 2013 realisasinya mencapai 117% dan 84,6%.
Pada tahun 2014 mengalami peningkatan sekitar 3% yaitu 87,2%. Akan tetapi,
jika dilihat dari data target dan realisasi penerimaan retribusi daerah, penerimaan
retribusi daerah tiap tahunnya terus meningkat.
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Berdasarkan data diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa tidak
tercapainya target retribusi daerah di Kabupaten Toraja Utara diakibatkan oleh
banyaknya masalah dalam organisasi, baik masalah internal maupun eksternal.
Namun demikian, kontribusi retribusi daerah tetap menempati posisi yang cukup
strategis bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Toraja Utara.
Tabel V.2
Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD
Tahun Retribusi Daerah PAD Kontribusi
2010 Rp 2.165.839.199,69 Rp 8.282.309.919,69 26%
2011 Rp 3.795.201.390,00 Rp 14.591.747.810,85 21,9%
2012 Rp 6.134.472.510,00 Rp 16.614.816.498,2 36,9%
2013 Rp 6.980.065.160,00 Rp 19.824.778.307,37 35,2%
2014 Rp 7.871.202.400,00 Rp 25.284.958.933,94 31%
Sumber : Data Sekunder diolah pada tanggal 3 Mei 2015
V.2 Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan Terehadap Retribusi
Daerah Kabupaten Toraja Utara
Untuk mengetahui kontribusi retribusi rumah potong hewan kabupaten
Toraja Utara terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan
menghitung penerimaan retribusi rumah potong hewan pada tahun bersangkutan
dengan Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan yaitu dengan
menggunakan rumus sebagai berikut :
x 100%
63
Tabel V.3
Kontribusi Retribusi RPH terhadap Retribusi Daerah
Tahun Realisasi RetribusiDaerah
Realisasi Retribusi
RPH Kontribusi
2010 Rp 2.165.839.199,69 Rp 8.380.000,00 0,38%
2011 Rp 3.795.201.390,00 Rp 21.000.000,00 0,5%
2012 Rp 6.134.472.510,00 Rp 2.680.100.000,00 43,7%
2013 Rp 6.980.065.160,00 Rp 3.680.820.000,00 52,7%
2014 Rp 7.871.202.400,00 Rp 3.770.075.000,00 47,9%
Sumber : Data Sekunder diolah pada tanggal 3 Mei 2015
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi RPH
terhadap retribusi daerah Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2010-2014
mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Ini
menunjukkan angka yang cukup tinggi dibandingkan dengan kontribusi retribusi
lainnya yang dipungut di Toraja Utara. Pada tahun 2010 dan 2011 kontribusi
retribusi RPH sangatlah kecil, hanya 0,38% dan 0,5% terhadap retribusi daerah
Kab. Toraja Utara. Akan tetapi, pada tahun 2012 penerimaan retribusi RPH
mengalami peningkatan yang cukup besar bagi kontribusi terhadap retribusi
daerah sebesar 43,7%. Selanjutnya, pada tahun 2013 kontribusi RPH terhadap
retribusi daerah tetap mengalami peningkatan yaitu sebesar 52,7% dan pada
tahun 2014 mengalami penurunan kembali sebesar 4,8% yaitu 47,9%.
Tabel V.4
Kontribusi Retribusi RPH terhadap PAD Kab. Toraja Utara
Tahun Realisasi Retribusi RPH Realisasi PAD Kontribusi
2010 Rp 8.380.000,00 Rp 8.282.309.919,69 0,10%
2011 Rp 21.000.000,00 Rp 14.591.747.810,85 0,14%
2012 Rp 2.680.100.000,00 Rp 16.614.816.498,2 16,13%
2013 Rp 3.680.820.000,00 Rp 19.824.778.307,37 18,57%
2014 Rp 3.770.075.000,00 Rp 25.284.958.933,94 14,91%
Sumber : Data Sekunder diolah pada tanggal 3 Mei 2015
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Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi retribusi rumah
potong hewan terhadap pendapatan asli daerah masih sangat kecil jika
dibandingkan dengan sumber pendapatan asli daerah lainnya.
Padahal jika dilihat dari aktivitas yang terjadi dalam setiap pesta adat,
secara tidak langsung dapat diperkirakan bahwa begitu besarnya kontribusi dari
pemotongan hewan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun,
kenyataannya penerimaan retribus RPH cenderung tidak mencapai target yang
ditentukan. Hal ini terjadi karena diiringi dengan peningkatan Pendapatan Asli
Daerah Kab. Toraja Utara. Selain itu, disebabkan oleh masalah pelaksanaan
pemungutan dan pengelolaan retribusi rumah potong hewan yang masih perlu
ditingkatkan serta adanya perubahan tarif retribusi karena adanya pemerintahan
baru di Kabupaten Toraja Utara.
V.3. Manajemen Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Toraja
Utara
Manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha
yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan
serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses tersebut merupakan kaitan antara
fungsi dari manajemen itu sendiri yang terdiri atas perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.
Demikian pula pada pengelolaan penerimaan retribusi RPH di Kab.
Toraja Utara yang dalam hal ini dikelolah oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah, senantiasa menerapkan fungsi-fungsi manajemen
dalam pengelolaannya agar dalam pelaksanaannya senantiasa merujuk pada
upaya pencapaian tujuan organisasi.
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V.2.1 Perencanaan (planning)
Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan
dan memutuskan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Rencana meliputi
sumber-sumber yang dibutuhkan, tugas yang diselesaikan, tindakan yang diambil
dan jadwal yang diikuti. Untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemungutan
retribusi RPH di Kabupaten Toraja Utara, maka perlu adanya perumusan
perencanaan dari dinas pengelolah yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah. Perencanaan memegang peranan penting dalam
upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Adapun
perencanaan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
di Kabupaten Toraja Utara dalam meningkatkan retribusi rumah potong hewan
adalah penentuan target penerimaan.
V.2.1.1 Penentuan Target
Target penerimaan merupakan tolak ukur realisasi penerimaan
tahunan yang seyogyanya harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi
rumah potong hewan di Kab. Toraja Utara. Yang dimaksud disini adalah
tahapan-tahapan atau proses penentuan target penerimaan yang ingin dicapai
dalam satu tahun anggaran, yaitu terhitung mulai dari Januari sampai Desember.
Target pendapatan di dalam suatu daerah ditetapkan setiap tahun
anggaran, dimana pihak eksekutif dalam penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) terlebih dahulu melakukan analisis
pada semua jenis penerimaan yang menjadi sumber pendapatan dalam APBD
dimana Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah selaku
pengelolah keuangan didaerah menyusun target dengan cara memperhitungkan
potensi setiap jenis penerimaan yang memungkinkan dicapai dalam satu tahun
66
anggaran serta juga memperhatikan analisis realisasi penerimaan retribusi
rumah potong hewan tahun lalu dengan menambah presentasi yang
memungkinkan akan dicapai. Selanjutnya setelah dilakukan analisis terhadap
target, maka pihak eksekutif membuat suatu Rancangan APBD dimana
didalamnya telah ditetapkan target penerimaan yang dianggap rasional untuk
dicapai dalam tahun anggaran berikutnya.
Selanjutnya, setelah RAPBD telah disusun oleh pihak eksekutif melalui
tim anggaran, maka selanjutnya RAPBD tersebut diserahkan ke DPRD untuk
dibahas. Kemudian oleh DPRD setelah menerima RAPBD, maka dilakukan
serangkaian proses terhadap RAPBD tersebut yakni mulai dari pembahasan
kemudian dilakukan sidang komisi dan selanjutnya dilakukan sidang paripurna.
Setelah mendapat persetujuan dari anggota DPRD maka RAPBD tersebut
ditetapkan menjadi APBD melalui PERDA. Untuk itu target penerimaan yang
telah ditetapkan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk dilakukan
pemungutan.
Kemudian menurut keterangan Sekretaris DPPKAD Kab. Toraja Utara
mengatakan bahwa :
“Penentuan target penerimaan retribusi RPH pertahun itu kita tetapkan
dengan melihat realisasi dari tahun anggaran sebelumnya kemudian
kita kaji dan evaluasi lagi lalu kemudian kita tetapkan target
penerimaan untuk anggaran tahun berikutnya. Biasanya, kalau
realisasinya meningkat, ya anggaran selanjutnya kita naikkan 10-15%
dari realisasi tersebut, kalau tidak ya kita tetapkan sama dengan tahun
sebelumnya”.
(Wawancara 16 April 2015)
Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat simpulkan bahwa
perencanaan dalam hal penentuan target retribusi RPH sangat bergantung
terhadap realisasi pertahun yang dapat tercapai. Namun, selama lima tahun
terakhir ini target yang ditetapkan oleh DPPKAD tidak pernah tercapai kecuali
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pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, walaupun setiap
tahunnya realisasi penerimaan retribusi terus meningkat. Ini disebabkan oleh
aparat yang memungut jasa retribusi belum optimal dalam pemungutannya dan
kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar jasa retribusi tersebut,
serta adanya perubahan tarif retribusi yang mengakibatkan realisasi tahun 2012
sangat meningkat.
Tabel V.5
Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan
Tahun Target Realisasi Presentase
2010 Rp 20.000.000,00 Rp 8.380.000,00 41.9%
2011 Rp 90.000.000,00 Rp 21.000.000,00 23,3%
2012 Rp 1.272.619.000,00 Rp 2.680.100.000,00 210,5%
2013 Rp 4.572.619.000,00 Rp 3.680.820.000,00 80,4%
2014 Rp 4.572.619.000,00 Rp 3.770.075.000,00 82,4%
Sumber : Data Sekunder diolah pada tanggal 3 Mei 2015
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan presentase penerimaan retribusi
rumah potong hewan yang cenderung mengalami fluktuasi (naik turun). Adanya
peningkatan yang cukup signifikan terhadap realisasi penerimaan retribusi rumah
potong hewan pada tahun 2012 diakibatkan adanya kenaikan tarif retribusi RPH
pada pesta adat Rambu Tuka’ dan Rambu Solo’ dalam Perda No. 15 Tahun
2011. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh sekretaris DPPKAD
bahwa :
“Kenaikan tarif retribusi pemotongan hewan pada pesta Rambu Tuka’
dan Rambu Solo’ ini sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
(Perda) No. 8 Tahun 2008), tapibelum direalisasikan. Penerapan
Peraturan Daerah (Perda) terjadi pada saat adanya pemerintahan baru
dan perubahan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda)
No 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan yang
menjadi dasar diterapkannya kenaikan retribusi pemotongan hewan
hingga sekarang ini”.
(Wawancara 16 April 2015)
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Tabel V.6
Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan
No. Jenis Ternak
Tarif
Tahun 2011 Tahun 2012
1. Berdasarkan jenis dan motifnya
sebagai berikut :
1. Kerbau Belang (Saleko,
Bonga)
2. Kerbau Kebiri (Balian)
3. Kerbau Hitam (Pudu’, Todi’,
Sambao’)
Rp 100.000/ekor
(Untuk semua
jenis kerbau)
Rp 750.000/ekor
Rp 500.000/ekor
Rp 200.000/ekor
2. Babi Rp 50.000/ekor Rp 75.000/ekor
Sumber : DPPKAD Toraja Utara.
Berdasarkan tabel di atas, maka diketahui bahwa tarif retribusi sangat
berpengaruh terhadap realisasi penerimaan retribusi rumah potong hewan di
Kabupaten Toraja Utara. Realisasi target penerimaan retribusi RPH juga
dipengaruhi oleh banyaknya jumlah hewan yang di potong setiap tahunnya yang
bergantung pada jumlah pesta rambu solo’ dan rambu tuka’ yang diadakan
setiap tahunnya dan juga bergantung pada kondisi ekonomi masyarakat.
V.2.2 Pengorganisasian (organizing)
Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi
yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang
dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Dua aspek utama proses
susunan struktur organisasi yaitu departementalisasi dan pembagian kerja.
Departementalisasi adalah pengelompokkan kegiatan-kegiatan kerja organisasi
agar kegiatan-kegiatan sejenis saling berhubungan dapat dikerjakan bersama.
Hal ini akan tercermin pada struktur formal suatu organisasi dan tampak atau
ditunjukkan oleh bagan suatu organisasi.
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Pembagian kerja adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu
pada organisasi bertanggung jawab dalam melaksanakan sekumpulan kegiatan.
Kedua aspek ini merupakan dasar proses pengorganisasian suatu organisasi
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif karena
hasil yang diharapkan dalam suatu pengorganisasian adalah agar dapat
menggerakkan pegawai/karyawan sebagai suatu kesatuan dalam rangka
pencapaian tujuan.
Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi rumah potong hewan,
maka diperlukan adanya sumber daya yang berhubungan dengan pemungutan
seperti sumber daya manusia yaitu petugas pemungut dan pengawasan, metode
yaitu cara yang digunakan dalam pemungutannya, standar kerja petugas serta
sarana dan prasarana penunjang. Kesemua unsur tersebut merupakan unsur-
unsur yang menunjang dalam melaksanakan pemungutan retribusi rumah potong
hewan.
V.2.2.1 Pembagian Tugas
Agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik, maka harus ada
pembagian tugas yang baik pula agar dalam pelaksanaan pemungutan retribusi
ini dapat berjalan dengan efektif dan lancar sehingga pemungutan retribusi akan
terkordinir dengan baik, seperti yang dikatakan oleh Kabid Pendataan dan
Pendaftaran bahwa :
“Dalam melakukan pemungutan retribusi rumah potong hewan ini,
kami limpahkan ke tiap-tiap kecamatan dan kelurahan atau lembang
(desa) yang memungutnya pada setiap pesta rambu solo’ maupun
rambu tuka’ yang dilaksanakan di wilayahnya agar lebih efektif dalam
pemungutannya mengingat Toraja yang cukup luas”.
(Wawancara 16 April 2015)
70
Ia juga menambahkan bahwa :
“Dalam hal penyetoran, retribusi yang telah dipungut oleh kolektor
lembang pada saat pesta adat dilaksanakan disetor ke bendahara
kecamatan, kemudian kecamatan menyetorkan ke DPPKAD melalui
bendahara penerima”.
(Wawancara 16 April 2015)
Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat simpulkan bahwa dari segi
pembagian tugas sudah sangat efektif karena ada pelimpahan tugas
pemungutan retribusi kepada kecamatan untuk memungut retribusi rumah
potong hewan pada saat pesat adat dilaksanakan di wilayah pemerintahannya.
V.2.2.2 Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penunjang dalam
keberhasilan suatu organisasi dan sumber daya manusia yang ada harus
seimbang dengan jumlah pekerjaaan dalam organisasi tersebut dengan maksud
bahwa jumlah pegawai tidak berlebihan agar tidak terjadi pemborosan dan tidak
kurang agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Jumlah pegawai dalam
pelaksanaaan pemungutan retribusi rumah potong hewan diketahui dari salah
satu Camat mengatakan bahwa :
“jumlah aparat kita di lapangan belum cukup, dimana jumlah kolektor
yang bertugas di pos untuk melakukan pemungutan retribusi hanya
berjumlah 2 orang tiap lembang yang merupakan aparat di lembang
(desa) itu sendiri”.
(Wawancara 25 April 2015)
Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dari
jumlah pegawai/kolektor di lapangan yang melaksanakan pemungutan retribusi
belum seimbang dengan wajib retribusi (rombongan) yang datang di suatu pesta.
Sering sekali para kolektor di pos kewalahan dalam mencatat dan menagih para
wajib retribusi yang datang di pos pendaftaran. Ini yang membuat pemungutan
retribusi di pesta adat tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu
71
perlu adanya penambahan pegawai/kolektor demi keefektifan penerimaan
retribusi RPH.
V.2.3 Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi rumah potong hewan di Kab.
Toraja Utara, dilaksanakan pada setiap pesta Rambu Solo’ dan Rambu Tuka’,
adapun metode pelaksanaan pemungutannya sesuai dengan hasil wawancara
dengan salah satu Kepala Lembang(desa), yaitu :
“Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi RPH, pertama-tama kepala
lembang membuat surat permohonan izin kepada kecamatan. Setelah
itu kecamatan memberikan izin disertai dengan karcis retribusi RPH
yang telah diambil di DPPKAD melalui kolektor kecamatan ke lembang
untuk dijalankan pada saat ada kegiatan insidentil”.
(Wawancara 25 April 2015)
Kemudian menurut salah satu kolektor di lembang, Ruben Rande, ia
mengatakan bahwa :
“..para wajib retribusi tinggal mendaftarkan namanya, jenis hewan yang
dibawa, dan ditujukan untuk keluarga siapa di pos pendaftaran yang
telah disediakan, kemudian kami memberikan karcisnya kepada mereka
(wajib retribusi) dan langsung membayar di tempat sesuai dengan nilai
hewan yang dibawa, apakah babi atau kerbau”.
(Wawancara 28 April 2015)
Sementara dari segi wajib retribusi mengatakan bahwa :
“Pembayarannya sangat mudah, tinggal mendatangi pos pendaftaran
saja, mengambil karcis dan langsung membayar sesuai yang tertera di
karcis”.
(Wawancara 20 April 2015)
Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan pemungutan retribusi rumah potong hewan sangat mudah, yaitu
dengan mendatangi pos pendaftaran yang ada di setiap pesta adat dilaksanakan
untuk melakukan pendaftaran kemudian mengambil karcis dan membayarnya.
Dengan menggunakan karcis diharapkan tidak terjadi penyelewengan dalam hal
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pemungutannya, sehingga semua hasil dari pemungutan retribusi masuk ke kas
daerah dan menyetornya ke bendahara penerima di dinas pengelola.
Bentuk pelaksanaan yang lain bisa juga dilihat dari bagaimana sistem
penggajian para kolektor. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pendaftaran
dan Pendataan bahwa:
“seharusnya kolektor yang ada di kecamatan dan lembang itu berstatus
PNS atau honorer karena kalau bukan PNS ataupun tenaga honorer,
siapa yang menggajinya. Nantinya mereka memakai uang hasil tagihan
yang mereka tagih di setiap pesta dilaksanakan”.
(Wawancara 16 April 2015)
Setelah dikonfirmasi kepada salah satu kolektor retribusi rumah potong
hewan di lembang ia mengatakan bahwa :
“harapannya itu ada kontribusi lebih lah dari pemerintah yang bisa
diberikan kepada kami, karena tugas ini cukup berat dek untuk
dilakukan dan gaji kami hanya mengandalkan pengembalian dari
retribusi potong hewan yang sudah ditetapkan di dalam perbup karena
kami semua aparat di lembang itu bukan PNS ataupun honor. Jadi siapa
yang menggaji kami. Kalo ada honor-honor lebih dari pemerintah, ya
mungkin akan lebih memotivasi kami untuk bekerja”.
(Wawancara 28 April 2015)
Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa selama ini
semua kolektor yang ada di lembang bukan Pegawai Negeri Sipil maupun
tenaga honorer yang jelas sistem penggajiannya dari pemerintah. Mereka hanya
mengandalkan pengembalian retribusi RPH saja sebesar yang telah ditetapkan
di dalam Perda dan Perbup. Jadi, segala bentuk kecurangan bisa saja terjadi.
V.2.4 Pengawasan
Pengawasan merupakan suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-
tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan manajemen adalah
usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan
perencanaan, membandingkan kegiatan nyata dengan tujuan perencanaan,
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membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang ditetapkan sebelumnya,
menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil
tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya
dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisiensi dalam pencapaian tujuan.
Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi merupakan hal
yang sangat urgen. Tak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang
peranan penting sebagai upaya dalam meminimalisir ketimpangan-ketimpangan
dalam pemungutan retribusi. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang
dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di
lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang baik maka
ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan pemungutan
retribusi rumah potong hewan bisa diminimalisir.
Demikian halnya dalam pemungutan retribusi rumah potong hewan di
Kab. Toraja Utara yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menghindari
dan menekan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta
kesalahan lainnya yang mungkin bisa terjadi. Sebab dalam pengelolaan retribusi
rumah potong hewan tanpa adanya pengawasan, maka akan mengalami
kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para
petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi di Kabupaten Toraja Utara.
Dengan pengawasan yang baik maka kecenderungan akan timbulnya
kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan retribusi
rumah potong hewan dapat ditekan seminimal mungkin.
Dalam pengawasan penerimaan retribusi rumah potong hewan di
kabupaten Toraja Utara dilakukan dalam dua bentuk pengawasan, yaitu
pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.
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V.2.4.1 Pengawasan Langsung
Dalam hal ini pengawasan dilakukan langsung oleh DPPKAD dengan
menggunakan surat pengawasan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas. Seperti
yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan DPPKAD
Kabupaten Toraja Utara bahwa:
“pengawasan yang kita lakukan di sini itu melalui surat pengawasan
yang dikeluarkan sama Pak Kadis tapi cuma untuk pesta besar”.
(Wawancara 16 April 2015)
Berdasarkan wawancara di atas penulis melakukan konfirmasi kepada
Kepala Lembang (Desa) bahwa:
“kalau pengawasan dari DPPKAD itu tidak ada cuma dari kita saja
aparat lembang yang turun langsung ke lapangan untuk mengecek
kembali jumlah karcis dan hewan yang dipotong di pesta itu”.
(Wawancara 25 April 2015)
Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan
bahwa pengawasan langsung yang dilakukan oleh DPPKAD dengan
menggunakan surat pengawasan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang
diperuntukkan hanya untuk pesta-pesta besar saja dan itu merupakan suatu
diskriminasi terhadap pesta lainnya yang tidak termasuk pesta besar padahal
baik pesta besar maupun pesta kecil tak pernah alpa dengan pemotongan
hewan. Hal tersebut terjadi oleh karena adanya kendala yang menyebabkan
pegawai DPPKAD tidak turun melakukan pengawasan secara langsung, seperti
yang dikatakan oleh Sekretaris DPPKAD bahwa:
“kami tidak turun langsung karena di sini kita kekurangan sarana dan
prasarana untuk melakukan pemantauan langsung ke tempat pesta itu
diadakan”.
(Wawancara 16 April 2015)
Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan
bahwa pengawasan langsung dari DPPKAD belum dapat terlaksana secara
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maksimal karena terkendala oleh sarana dan prasarana yang akan digunakan
dalam pemantauan langsung belum memadai. Seperti yang kita ketahui bahwa
ketersediaan sarana dan prasarana sangat membantu dalam proses
pengawasan penerimaan retribusi rumah potong hewan untuk menghindari
terjadinya kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan yang dapat menghambat
pencapaian target penerimaan retribusi RPH.
V.2.4.2 Pengawasan Tidak Langsung
Adapun pengawasan tidak langsung yang dilakukan yaitu dengan
melihat dokumen atau laporan hasil penerimaan retribusi rumah potong hewan
dari tiap-tiap kecamatan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kabid.
Pendaftaran dan Pendataan bahwa:
“pengawasan tidak langsungnya itu melalui laporan penerimaan
bulanan yang datang dilaporkan sama kecamatan yang dilihat dari
banyaknya karcis yang diambil”.
(Wawancara 16 April 2015)
Berdasarkan wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa
pengawasan tidak langsung yang dilakukan dengan melihat laporan penerimaan
retribusi rumah potong hewan di setiap bulannya sudah dapat menjadi acuan
dalam pengawasan penerimaan retribusi rumah potong hewan.
V.3 Kendala-kendala yang didapatkan dalam pelaksanaan pemungutan
retribusi rumah potong hewan Kabupaten Toraja Utara
Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi rumah potong hewan bukan
berarti dapat berjalan dengan lancar, ada banyak hambatan dan kendala yang
biasa saja terjadi, seperti hasil penelitian diatas, sehingga pemungutan retribusi
rumah potong hewan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kendala atau
hambatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kendala yang dihadapi oleh
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para pelaksana di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi rumah potong
hewan Kabupaten Toraja Utara.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu kolektor di
lembang, ia menyatakan :
“..pada saat Hari H banyak wajib retribusi yang tidak melalui pos,
melainkan langsung melapor kepada orang yang dituju”.
(Wawancara, 20 April 2015)
Kendala lain yang dihadapi masyarakat atau wajib retribusi pada saat
pelaksanaan pemungutan ialah pada saat pengambilan karcis. Dimana para
petugas pos dalam hal ini kolektor lembang dan kecamatan yang kurang tepat
waktu datang ke lokasi acara/pesta. Masyarakat harus menunggu cukup lama
untuk mengambil karcis. Selain itu jumlah karcis yang diberikan pihak kecamatan
kepada masyarakat yang terkadang kurang sesuai dengan permintaan.
Dari semua hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penerimaan
retribusi rumah potong hewan mengalami kenaikan dan penurunan dipengaruhi
oleh beberapa faktor antara lain :
a. Kesadaran wajib retribusi.
b. Aparat pelaksana.
c. Peningkatan tarif retribusi.
d. Pengawasan.
e. Sarana dan prasarana.
f. Jumlah hewan dan jumlah pesta adat.
V.4 Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan
pemungutan retribusi rumah potong hewan Kabupaten Toraja
Utara
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Setiap masalah harus dicari penyelesaiannya agar kembali menjadi
baik. Dalam hal ini hambatan pelaksanaan retribusi rumah potong hewan harus
dicari solusi agar pelaksanaan retribusi RPH dapat berjalan dengan lancar sesuai
yang direncanakan, sehingga diperoleh pendapatan retribusi sesuai yang
ditargetkan, bahkan kalau bisa melebihi target tersebut serta diperoleh
peningkatan penerimaan retribusi dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi
hambatan-hambatan tersebut di atas, dinas pengelola diharapkan melakukan
upaya-upaya sebagai berikut :
V.4.1 Implementasi Kebijakan (Sosialisasi)
Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat atau wajib retribusi
tentang pentingnya membayar retribusi, maka diharapkan Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara dan seluruh
pemerintah terkait untuk mengadakan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 15
Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Yakni melalui penyuluhan-
penyuluhan secara langsung dan tidak langsung kepada wajib retribusi. Dengan
penyuluhan ini diharapkan masyarakat mengerti tentang hak dan kewajiban
sebagai wajib retribusi.
V.4.2 Peningkatan Pengawasan
Agar pelaksanaan penerimaan retribusi RPH dapat berjalan dengan
baik, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku
dinas terkait yang mengelola retribusi RPH harus lebih meningkatkan lagi
pengawasannya terhadap pelaksanaan penerimaan retribusi RPH di lapangan,
khususnya pengawasan langsung dan tidak hanya berpatokan kepada laporan
bulanan dari tiap kecamatan. Dengan demikian, kebocoran-kebocoran dalam
78
pelaksanaan pemungutan retribusi rumah potong hewan di Kabupaten Toraja
Utara dapat diminimalisir.
V.4.3 Meningkatkan Infarstruktur
Agar pengawasan dapat terlaksana dengan baik, sarana dan
prasarana sangat membantu dalam hal transportasi ke kecamatan-kecamatan
yang sedang mengadakan pesta mengingat kondisi jalan dan wilayah di Toraja
Utara yang bergunung-gunung dan saling berjauhan. Oleh karena itu,
pemerintah Toraja Utara dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah agar lebih meningkatkan lagi sarana dan
prasarannya. Dengan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan dapat
membantu dalam proses pengawasan dan pelaksanaan pemungutan retribusi
rumah potong hewan.
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BAB VI
PENUTUP
VI.1 Kesimpulan
Berdasarakan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan dengan
judul “Manajemen Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan di Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara,
maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Perencanaan manajemen retribusi rumah potong hewan Kabupaten
Toraja Utara terdiri dari penentuan target pertahunnya dengan
melihat realisasi tahun anggaran sebelumnya. Tarif retribusi sangat
berpengaruh terhadap realisasi penerimaan retribusi, juga
dipengaruhi oleh banyaknya jumlah hewan yang dipotong yang
bergantung pada jumlah pesta yang diadakan setiap tahunya.
2. Pengorganisasian, dalam hal pembagian kerja sudah efektif. Dimana
sudah ada pelimpahan wewenang atau tugas kepada kecamatan
ntuk melakukan pemungutan retribusi. Tetapi dalam hal sumber daya
manusia, belum efektif dimana jumlah kolektor yang bertugas hanya
berjumlah dua orang tiap lembang.
3. Pelaksanaan, dalam hal penggajian para kolektor yang tidak menentu
karena gaji mereka tergantung pada pengembalian retribusi RPH,
membuat para kolektor kesejahteraanya masih di bawah rata-rata.
4. Pengawasan yang dilakukan oleh DPPKAD selaku dinas yang
menangani retribusi ini masih sangat kurang, khususnya pengawasan
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langsung dan hanya bertumpu pada laporan-laporan hasil
penerimaan perbulan saja dari tiap kecamatan.
VI.2 Saran
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan
manajemen retribusi rumah potong hewan di Kabupaten Toraja Utara adalah
sebagai berikut :
1. Dalam proses penentuan target sebaiknya aparat pemerintah
khususnya pada DPPKAD harus benar-benar memperhatikan acuan
dalam penetapan target penerimaan retribusi.
2. Kepada kolektor pemungut retribusi agar dapat melaksanakan
tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab serta disiplin
waktu saat bekerja.
3. Kepada aparat pemerintah khususnya kecamatan dan Dinas terkait
agar melihat kesejahteraan kolektornya karena hal ini dapat
berpengaruh pada kinerja para kolektor/pemungut reribusi di
lapangan, serta penambahan jumlah kolektor/pemungut retribusi
yang bertugas pada setiap pesta adat dilaksanakan.
4. Kepada Kepala Bidang yang bertanggung jawab melakukan
pengawasan, sebaiknya turun langsung ke lapangan untuk
memantau langsung proses pemungutan retribusi rumah potong
hewan agar kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan
pemungutan retribusi rumah potong hewan di Toraja Utara dapat
diminimalisir sehingga target penerimaan retribusi dapat tercapai
bahkan lebih dari target yang telah ditetapkan.
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